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VISI MISI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

VISI:

Menjadi Fakultas Hukum unggulan di kawasan Asia pada tahun 2030 di bidang
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu hukum yang
antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
dalam era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila.

To become a leading Law Faculty in the Asian region by 2030 in the field of research
and community service in the field of legal science which is anticipatory of changes
and advances in science and technology in the era of globalization in accordance
with Christian values and Pancasila.

MISI:

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengem-
bangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui
pendekatan ilmiah, interdisipiner dan transnasional sesuai dengan tuntutan
perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.

Preparing law graduates who are able to use and develop science and techno-
logy in the field of legal science development through scientific, interdiscipli-
nary and transnational approaches in accordance with the demands of current
developments in order to be able to compete in the global era.

2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa mene-
gakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang
demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

Preparing legal graduates who master knowledge and always uphold moral,
ethical values and love for the country, behave democratically and uphold
religious values.

3. Mengembangkan pengetahuan hukum, yang berwawasan nasional dan inter-
nasional.

Develop legal knowledge, with a national and international perspective.

4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam
ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.

Develop and improve research and professionalism in legal science and other
scientific fields.

5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan profesi dalam
bidang hukum.
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Organizing continuing professional academic education levels in the legal
field.

6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan
kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.

Encourage research and community service that can increase awareness of
rights and legal awareness as well as the welfare of the Indonesian people.

7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan
hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-
lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan
bidang ilmu pengetahuan lain.

Building cooperative relationships with legal practitioners and law enforce-
ment agencies as well as other agencies, both public and private, ecclesiastical
institutions in the development and implementation of legal science and other
scientific fields.
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ABSTRAK

A. Nama : Eddy Sambuaga
B. NIM : 2040057035
C. Peminatan/Program

Kekhususan
: Hukum Tata Negara

D. Judul : Penyeimbangan Kedudukan Hukum Partai
Politik dan Pemilih Dalam Sistem Pemilu
Proporsional Terbuka

E. Halaman : 111 halaman + Daftar Pustaka
F. Kata Kunci : Partai Politik, Sistem Pemilu, Sistem Pe-

milu Proporsional Terbuka, Demokrasi, Ke-
daulatan Rakyat

G. Ringkasan Isi :

Penelitian ini membahas pemilihan calon anggota lembaga legislatif me-
lalui Pemilu dalam rangka perwujudan dan pelaksanaan demokrasi dan
kedaulatan rakyat. Selanjutnya, penelitian ini juga membahas hubung-
an antara partai politik dan masyarakat pemilih dalam sistem Pemilu
proporsional terbuka, dengan membandingkan dengan sistem Pemilu
proporsional tertutup.

Rumusan masalah penelitian adalah: pertama, bagaimana pemilih-
an calon anggota legislatif melalui Pemilu dalam rangka implementasi
demokrasi dan kedaulatan rakyat? Kedua, bagaimana hubungan antara
partai politik dan pemilih dalam sistem Pemilu proporsional terbuka?
Jenis penelitian skripsi menggunakan jenis penelitian yuridis norma-
tif (doktrinal). Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan undang-
undang dan pendekatan konseptual. Sumber dan jenis data penelitian
yang digunakan dalam kepentingan penelitian skripsi ini adalah data
sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Pemilu dapat me-
wujudkan implementasi demokrasi dan kedaulatan rakyat, sepanjang
adanya faktor rekrutmen politik yang berjalan dengan efektif, sehingga
lembaga legislatif menjadi penjelmaan dan perwakilan rakyat. Rekrut-
men politik dalam arti luas mencakup bukan hanya proses Pemilu, me-
lainkan termasuk juga dengan seluruh aktor-aktor yang terlibat didalam-
nya. Kedua, sistem Pemilu merupakan fondasi hubungan antara Partai
Politik dan masyarakat sebagai Pemilih, dan mendefinisikan bentuk sa-
ling ketergantungan dan saling mempengaruhi antara Partai Politik dan
Pemilih. Di antara berbagai jenis sistem Pemilu, sistem Pemilu propor-
sional terbukalah yang sampai saat ini mampu dan tetap adaptif dalam
menjaga keseimbangan hubungan antara Partai Politik dan masyarakat
Pemilih.
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Kesimpulan dan saran yang dihasilkan bertujuan untuk mengarah-
kan baik praktik penyelenggaraan Pemilu yang lebih efektif di Indonesia
maupun pengembangan penelitian akademik terkait, demi memberikan
kontribusi positif bagi perkembangan perwujudan demokrasi dan perwu-
judan kedaulatan rakyat, sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri
bangsa Indonesia dan telah dituangkan kedalam Undang-Undang Dasar
1945.

H. Daftar Acuan : 87 buku, 20 jurnal/makalah/artikel, 1 hasil
penelitian, 11 sumber Internet, 4 peraturan
perundang-undangan, dan 3 putusan Mahka-
mah Konstitusi

I. Dosen Pembimbing I : Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H.
Dosen Pembimbing II : Pdt. Dr. Marudut P. Silitonga, S.Th., S.H.,

M.H.

Jakarta, 17 Januari 2024

Penulis,

Eddy Sambuaga
NIM : 2040057035
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ABSTRACT

A. Name : Eddy Sambuaga
B. NIM : 2040057035
C. Program : Constitutional Law
D. Title : Balancing the Legal Position of Political

Parties and Voters in an Open Proportional
Election System

E. Number of Pages : 111 pages + Bibliography
F. Keywords : Political Parties, Election System, Open

Proportional Election System, Democracy,
People’s Sovereignty

G. Summary of Contents :

This research discusses the selection of candidates for legislative insti-
tutions through elections in the context of realizing and implementing
democracy and popular sovereignty. Furthermore, this research also di-
scusses the relationship between political parties and the voting public
in an open proportional election system, by comparing it with a closed
proportional election system.

The formulation of the research problem is: first, how is the se-
lection of legislative candidates through elections in the context of im-
plementing democracy and popular sovereignty? Second, what is the
relationship between political parties and voters in an open proportio-
nal election system? This type of thesis research uses normative juridical
(doctrinal) research. The approaches applied are a statutory approach
and a conceptual approach. The source and type of research data used
for the purposes of this thesis research is secondary data.

The research results show that: First, elections can realize the im-
plementation of democracy and people’s sovereignty, as long as there
are political recruitment factors that run effectively, so that legislative
institutions become the incarnation and representative of the people. Po-
litical recruitment in a broad sense includes not only the election process,
but also all the actors involved in it. Second, the election system is the
foundation of the relationship between political parties and the com-
munity as voters, and defines the form of interdependence and mutual
influence between political parties and voters. Among the various types
of election systems, the open proportional election system is the one that
is currently capable and remains adaptive in maintaining a balanced
relationship between political parties and the voting public.

The resulting conclusions and suggestions aim to direct both the
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practice of holding elections more effectively in Indonesia and the de-
velopment of related academic research, in order to make a positive
contribution to the development of the realization of democracy and the
realization of popular sovereignty, as envisioned by the founding fathers
of the Indonesian nation and as outlined in the 1945 Constitution.

H. List of References : 87 books, 20 journals/papers/articles, 1 resear-
ch result, 11 Internet sources, 4 legislations, dan
3 Constitutional Court decisions

I. Supervisor I : Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H.
Supervisor II : Pdt. Dr. Marudut P. Silitonga, S.Th., S.H., M.H.

Jakarta, 17 January 2024

Researcher,

Eddy Sambuaga
NIM : 2040057035
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